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ABSTRAK

Penelitian in bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, keberhasilan, kekuatan, kelemahan,
pe uang, tantangan serta tanggapan dan harapan pengguna pada program-program ang
dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan kOl_’ )3

kekerasaii dalam rumah tangga dan anak terlantar di Sumatera UFara. l?enelltlaral
menqggunakan metede penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) wilayah bt{m ije;'a
Utara, yakni Kota Medan, Kota Pematang Siantar, dan Kota Sibolga. Pengu'mpuldn an

dilakukar dengan wawancara, pengisian angket, dan studi dokumen. Analisis data ‘ang
digunakan adalah analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan.Huberm'an /'an
dinulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan keSlmPrudar;
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanganan korban KDR o
anak terlaritar telah dilaksanakan dalam bentuk tindakan preventif dan kuratif. KEbe”l:aZ'tan
telah dicapai dalam bentuk pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Keku et
program terdiri dari dukungan pemerintah, penyediaan sarana, dan penyedsaan-tenagaram
dari unsur masyarakat. Kelemahan program adalah belum semuanya terlibat dalam p,;)egrupa
tersebut, sikap korban, dan jumlah tenaga ahli yang terbatas. Peluang program dengan
banyaknya organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat yang_pedull tengan
penanganén korban KDRT dan anak terlantar yang dapat dijadikan mitra. Tan a rgam
program a jalah sikap penuntut yang selalu tidek konsisten. Tanggapan pengguna pr?{ftkar-
adalah terciptanya kemandirian, keberanian memperjuangkan hak, dan tekad m?'azl_ o
pencidikan. Harapan pengguna progam agar frekwensi dan jenis kegiatan ditingkatkdtl,
kegiatan berfokus pada keterampilan, dan kegiatan yang membantu ekonomi keluarga.

Kata lkunci: <DRT, penanganan korban, anak teriantar

ABSTRACT

, S,
This study aims to determine the implementation, successes, strengths, Wedk/LefSS;é
opportunities, challenges and responses, and user expectations for. pn ograms dor nestic
government and nongovernmental organizations in the handling of victims .Of a.:earch
viclence and neglected children in North Sumatra. Research using qual/t_at/ve f'-w’ e/
methods. The study was conducted in 3 (three) areas of North Sumatra, which are; filling

City, Siantar City, and Sibolga City. Data was collected through interviews,lysis af

questicnnaires, and study the document. Analysis of the date used Is the”eacf;; ", data
qual.tative data using the model of Miles and Huberman, beginning of data co o that the
reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showe o children

implernertation of victims of domestic violence treatment program and abandoneé
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have Deen implemented in the form of preventive and curative. Success has been achieved
in the form of prevention, protection, and empowerment. Force composed of government
support programs, the provision of facilities, and provision of experts from the commun:ty.
Weaknesses of the program is not ali involved in the program, the attitude of the victim, and
a lirnited number of experts. Oppoitunities program are many socia’ organizations and NGOs
concerned with the handling of victims of domestic violence and nealected children wI?o can
be partners. Program challenges is the prosscutor's attitude i1s not always cons:s'tent.
Creation of independent user feedback program, the courage to fight for rights, and the
deterrnination to continue their education. Expectations of the user nrogram to increase t:‘je
frequency and type of events, activities focusing on skills, and activities that help the family

economy.

Keywords: domestic violence, treatment of victims, neglected childien

PENDAHULUAN

Indonesia telah merdeka lebih dari 65
tahun, tetapi masalah-masalah kesejahteraan
belum tertuntaskan sampai saat ini. Data tahun
2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin di
Indonesia masih mencapai 31 juta, sekitar 13,33
persen dari penduduk Indonesia. Banyak
kzjahatan yang timbul disebabkan kemiskinan,
misainya pencurian, trafficking, penoaongan,
perkelahian, bahkan pembunuhan. Penelantaran
anak dan usia lanjut, kekerasan dalam rumah
tangga, pekerja migran yang terlantar, anak
jalanan, merupakan masalah-masalah yang
timbul akibat kemiskinan. Pemerintah telah
berupaya terus menerus meningkatkan
vendapatan masyarakat, namun upaya tersebut
belum sepenuhnya dapat menuntaskan masalah-
masalah kesejahteraan masyarakat.

Belum tuntasnya masalah kemiskinan baik
bersifat materi dan non materi dalam
masyarakat menyebabkan munculnya
kelompok-kelompok  Penyandang  Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang
Mausalah Kesejahteraan Sosial antara lain terdiri
dari anak terlantar dan warita korban tindak
kekerasaan. Data Biro Statistik Propinsi
Sumatera Utara tahun 2008 menyatakan jumlah
anak terlantar sebanyak 145.345 jiwa dan
korban tindak kekerasan sebanyak 14.197 jiwa.

Penelantaran yang dilakukan terhadap anak
tentunya akan memiliki dampak yang buruk dan
menyebabkan  persoalan  yang  serius.
Pengaruhnya dapat mencangkup berbagai
wiiayah, termasuk di dalamnya adalah:
Kesehatan dan perkembangan fisik anak yang
diterlantarkan ~ dapat  beresiko terhadap
permasalahan fisik, berupa perkembangan yang
terhambat, malnutrisis dan kerusakan otak.
Secara tidak langsung, anak akan mengalami
permasalahan kesehatan yang buruk. Selain itu
anak juga akan mengalami permasalahan emosi
dan psikologis. Anak akan merasa ketakutan,
inenarik diri, tidak dapat mempercayai orang
lain, yang kemudian akan berakibat pada
rendahnya harga diri pada anak. Anak yang
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terlantar kemungkiran mengalami perilaku
tertentu.

Penelitian  yang  pernat  dilakukan
menyebutkan bahwa anak yang dihesarlfan
dengan bentuk penelantaran ini akan beresiko
terhadap perilaku yang menyimpang dan
tindakan kejahatan. Kemungkinan anak yang
diterlantarkan akan mengulang  perilaku
pengasuhan yang sama terhadap anak-anaknya
kelak. Menurut Ismira Dewi (2008], anak yang
diterlantarkan akan menunjukkan penurtaan
kognisi  yang berpengaruh terhadap
akademisnya dan keterlambatan pe_rkembangan,
dibanding anak yang tidak diterlantarkan.
Keterlambatan ini dapat berupa keterlambatan
dalam berbahasa dan ekspresi pikiran Jdan
perasaannya. .

Sehingga perlu dilakukan perlfndungan
terhadap anak - anak terlantar. Perlmdungan
terhadap anak secara yuridis telah ditetapkan
pemerintab sejak tahun 2002 dengar: Undang-
undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Penanganan
masalah anak teriantar juga tela.h men]gdl
bagian dari program kerja dari dinas sosial
provinsi dan kabupaten kota dl' ngz;tera Utara,
tetapi berbagai pihak. mem}an penanganan
masalah kesejahteraan sosial di Sumatera U‘?ra
masih tergolong lambat. Ketua Komis E. Bri lfar;
Moktar menyatakan: "Kincrja  Dinas Sosia
Sumut masih setengah hati dalam masalah
kesejahteraan sosial masyaralfat Saya bEI?T(
melihat upaya nyata Dinas Sosial Sumut untu

nyelesaikan masalah ini."
" g:rlib:dungan terhadap korban kgkeraslzian
dalam rumah tangga telah dltet'ap Nan
pemerintah pada Undang-undang Republik No.
23 Tahun 2004 tentang Fenghapusan Kekerasap
Dalam Rumah Tangga [Li Sumatera Utara
penanganan korban kekerasan dalafn. rurgah
tangga dilakukan pemerinta'l, kepollslagn ar?
lembaga-lembaga perlindungan ngkum, af?perq
LBH APIK dan lainnya, 1amun hasil yang dicapai
dalam penanganan KLRT di Sumatera Utara

belum memuaskan.
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Data (i atas menunjukkan banyak upaya
yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah
PMKS terutama masalah korban KDRT dan anak
terlantar. Te api untuk  mempercepat
keberhasilan pengentasan PMKS terutama pada
kasus XDRT dan anak terlantar perlu dilakukan
sebuah penelitian evaluatif terhadap kegiatan-
kegiatan pengentasan PMKS yang berkaitan
anak terlantar dan KDRT yang telah dilakukan.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan
dapat memberi saran dan rekomendasi guna
meadukung den  memaksimalkan  upaya
mengeleminir korban KDRT dan anak terlantar
di provinsi Sumatera Utara yang dapat dijadikan
rujukan atau acuan data dan dapat dijadikan
konsep yang bisa diaplikasikan di berbagai
wilayah di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN
A. Jenis Pernelitian

Penelitan ini adalah penelitian evalnatif
yaitt  penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan dan keberhasilan yang
telah diccpai dalam  program yang telah
dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang akan
dirilai adalah program-program yang telah
dilaksanakan pemerintah dan lembaga swadaya
masyaraka! dalam penanganan anak terlantar
dan kekerasan dalam rumah tangga di Sumatera
Utara. Penelitian: ini bersifat deskriptif-evaluatif
yang bermaksud untuk menggambarkan
nelaksanaarn program penanganan korban KDRT
dan anak terlantar serta keberhasilan program
yang telah dilaksanakan.

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan
informasi dari informan penelitian tentang data
penelantaran anax dan kekerasan dalam rumah
tangga, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga yang terkait dengan program
perlindungan terhadap anak terlantar dan
korban kekerasen dalam rumah tangga di
Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya perneliti
menyebarkan angket kepada responden yang
terlibat sebagai pengguna program
perlindurgan anak terlantar dan korban
kekerasan calam rumah tangga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) kota
di wilayah provinsi Sumatera Utara. Penentuan
lokasi penclitian didasarkan pada data dari
Dinas Sosial dan Kesejahteraan Provinsi
Sumatera Utara bahwa pada 3 (tiga) kota ini
telah diberikan/dia'okasikan bantuan untuk
penanganar korban KDRT dan anak terlantar
dan jumlah korban KDRT dan anak terlantar
Paca 3 (tiga) kota tersebut. Kota-kota tersebut

adalah Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan
Kota Siholga.

C. Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini terdiri deri:

1. Kepala Seksi Pekerja Migran dan Tindak
Kekerasan pada Dinas Scsial Provinsi
Sumatera Utara, Medan, Pematangsiantar,
dan Sibolga.

2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial pacia Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Utara, Medan,
Pematangsiantar, dan Sibolga. _

3. Ketua UPPA pada Kepolisian Provinsi
Sumatera Utara, Medan, Pematangsiantar,
dan Sibolga '

4. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indovesia
Daerah Sumatera Utara

5. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan

Anak Sumatera Utara

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat yang

mendapatkan bantuan <dari Dinas Sosial

Provinsi Sumatera Utara yaitu: LBH APIK

dan Lembaga Perlidungaa Anak Sumatera

Utara (LPA SU) di Medan, Women Crisis

Centre (WCC) di Pematang Siantar dan

Perhimpunan Kasih Sayang di Sibolga.

7. Para Perempuan yang menjadi korban IKDRT
dan  menjadi  pengguna  Program
Perlindungan Kekerasan dalam Rumah
Tangga yang dilakukan oleh LSM yarg
dibiayai pemerintah yaitu pada Leribaga
Bantuan Hukum Acosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di
Medan, Women Crisis Centre (WCC) di
Pematang Siantar, dan Perhimpunan Kasin
Sayang di Sibolga.

8. Para Anak Terlantar yang menjadi Program
Perlindungan Anak Terlantar pengguna
program yang dilakukan oleh pemerintah
atau LSM yang dibiayai pemerintah pada
Lembaga Perlidungan Anak Sumatera Utard
(LPA SU) dan Perhimpunan Kasih Sayang di
Sibolga.

(=)}

Pengambilan subjek penelitian dilalukan
dengan teknik purposive sampling (sampe]
bertujuan). Subjek dipilih dari orang-orang yané
dianggap dapat memberikan informasi yang
akurat untuk penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunaka‘;;
adalah wawancara, pengisian angket, dan St
dokumen, Wawancara dilakukan dengan Dinas
Sosial, Kepolisian, Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan Sumatera Utara, da"
LSM. Angket diberikan kepada anek terlaﬂm;
dan korban KDRT yang menjadi pengggzn
program perlindungan anak terlantar
korban ~ KDRT. Studi  cokumen un;ln
mendapatkan data tentang perencanaan ¢
pelaksanaan  program  perlindungan

anak

terlantar dan korban KDRT yang telah
dilaksanakan pemerintah atau LSM.

E. Metode Analisis dan Teknik Penjaminan
Keabsahan Data

Metode analisis data yang digunakan adalah
analisis data kualitatif menggunakan model
Miles dan Huberman yang dimuiai dari
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Teknik peniaminan keabsahan data ini
dilakukan dengan:
1. Trianguiasi yang digunakan adalah
triangulasi antar sumber. Trianguiasi
sumber dilakukan dengan melakukan
pengumpulan data dari berbagai sumber
dengan menggunekan teknik pengumpulan
data yang berbeda pula. Hasil wawancara
akan dikonfirmasi dengan hasil studi
dokumen dan angket.
Diskusi  dengan sejawat. Penjaminan
keabsahan data dengan sejawat dilakukan
dengan memahami permasalahan program
korban KDRT dan anak terlantar.

(S

HASIL PENFLITIAN
Penanganan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara
menyatakan bahwa program penanganan
kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera
Utara yang bersifat tindakan preventif berupa
program paningkatan kesejahteraan keluarga,
pelayanan terhadap keluarga muda mandiri
dengan penguatan mental sosial dan ekonomi
produktif, dan pelayanan melalui LK3 (Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) untuk
mencari solusi ketika ada indikasi akan terjadi
KDRT.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga
melakukan program perlindungan dan advokasi
korban KDRT yang terdiri dari: melindungi
korban, merujuk korban ke rumah aman,
konseling, mediasi, merujuk visum, menerima
pengaduan, proses penegakan hukum, dan
rehabilitasi korban melibatkan instansi terkait
dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPPA) Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan
Poliesta Medan juga melakukan beberapa
program tentang penanganan korban KDRT
yang meliputi sosialisasi kepada masyarakat,
menerima pengaduan, dan koordinasi dengan
LSM dalam menangani pengaduan korban KDRT.
Dalam proses sosialisasi UPPA polresta Medan
bekerjasama dengan LSM dalam menyampaikan
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informasi yang berkaitan dengan KDRT kepada
masyarakat dan apara: pemerintah. Dalam
proses sosialisasi UPPA lebih selalu berposisi
sebagai Nara Sumber bersama dengan Biro PP
dan LSM yang peduli terhadap penanganan
korban KDRT.

Prograrn penanguanaa kesus KDRT yang
dilakukan Biro Pemberdavaar Perempuan, Anak
dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Utara mencakup kegiatan pembuatan kebijakan
dan keterlibatan dalar1 be -bagai kegiatan yang
berkaitan dengan upaya penghapusan KDRT di
Sumatera  Utara. Kegiatan  pembentukan
kebijakan dilakukan dalam bentuk merumuskan
kebijakan penghapusan KDKT serta pembuatan
dan pengembangan sistem dan mekanisme
kerjasama program pelayanan yang melibatkan
pihak yang mudah diakses oleh korban.

Keterlibatan ~ berbagai  kegiatan  yang
berkaitan dengan upaya penghapusan KDRT di
Sumatera Utara dalam bentuk sosialisasi,
advokasi, rehabilitasi dan konseling, Program
sosialisasi  dilakukan  Biro  Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara tentang ketentuan dan
peraturan perlindungan pererapuan dalam
Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasaa Dalam Rumah Tangga
bekerjasama dengan pemerintah
kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan.
Sosialisasi juga dilakukar dengan bekerjasama
dengan SKPD terkait, melalui media elektronika
(televise dan radio). Posisi Biro Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara sebagai nara sumber
dan pelaksana. Pemerintah Kota Medan setiap
tahuri  mengadakan  sosialisasi  tentang
perlindungan perempuan dari kekerasan dalam
rumah tangga dengan peserta yang terdiri dari
seluruh camat, lurah, dan kepala lingkungan se
kota Medan.

Advokasi dilakukan Biro Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Ke'uarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara dengan menampung
korban di rumah aman P2TP2A yang terletak di
Gedung Johor maksimal 2 minggu Korban yang
ditampung di rumah tersebut bisa yang
mengadu langsung kepada Biro Pemberdayaan
Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara dengan didampingi
LSM pendamping, tisa juga merupakan titipan
LSM seperti PKPA, Pusaka Indonesia, Sinceritas
Sada Ahmo, dan Cahaya Perempuan. Advokasi
juga dilakukan dalar bentuk perlindungan bagi
pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
Konseling dilakukan Riro  Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara terradap korban
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dampingan LSM dengan memberikan pelayanan
konsultasi psikologis di rumah aman P2TP2A.

Prograin penanganan korban KDRT yang
dilakukan LBH APIK dilakukar dalam bentuk
advokasi seperti pe lindungan terhadap korban
dan pendampingnya, saksi, keluarga, dan teman
korban; menyediakon bantvan hukum di
pengadilan; dan menjadi mediator bagi korban
yang masih ingin kembali kepada pasangannya.
Kegiatan yang dilakukan LSM dalam penanganan
korban KDRT antara lain: sosialisasi tata cara
perlindungan hukum, peiatihan keterampilan
hidup, perlindungan dari pelaku kekerasan, dan
bantuan hukum. Hasil angket yang diberikan
kepada 20 orang responden yang diambil dari
Yayasan Perhimpunan Kasih Sayang dan Women
Crisic Centre m2nunjukkan keaktifan para
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
mengikuti kepiatan-kegiatan tergambar pada
tabel 1.

Tabel 1. Keaktifan Korban KDRT dalam
VMengikuti Kegiatan

No. | Keaktifan F Persentase
Mengikut! (%)
Kegiatan

1. | Selalu 20 100
2. | Kadang 0 0
3. | Jaraug 0 0
d. | Tidak Pernah 0 0
Jumlah 20 100

Tanggapan para korban tindak kekerasan
dalam rumah tangga terhadap program yang
dilakukan LSM terlihat pada tabel 2.

Tabei 2. Manfaat Kegiatan

No. | Tanggapan F | Persentase
terhadap Manfaat (%)
Kegiatan vang
diikuti

1. | Sangat 15 75
Bermantaat

2. | Bermanfaat 5 15 |

3. | Kurang 0 0
bermanfaat

d. | Tidak bermanfaat 0 0

umlah 20 100

Program Penanganan untuk Anak Terlantar
Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Seksi Rehabilitisasi Sosial (Rhesos) pada
tanggal 2 juni 2011 diperoleh data bahwa Dinas
Kesejahteraan Scsial Provinsi Sumatera Utara
telah melikukan program anak terlantar
meliputi: Pelayanan Panti dan non Panti dengan
program: Bimbingan motivasi, pemberdayaan

97

dengan  stimulant  produktif,  pelatihan
keterampilan usaha ekonomis produktif, dan
permbinaan lanjut dengan langkah-langkah
konstruktif dan professional.

Program yang melibatkan LSM umumnya
program yang berkaitan dengan penelantaran
anak. Pada tahun 2010 program anak ditujukan
pada pemberdayaan anak-anak terlantar. LPA
SU yang memiliki program yang berkaitan
dengan  pemberdayaan  anak  jalaran
mendapatkan ban‘uan dari pemerintah untuk
melakukan programnya pada tahun 2010
sebesar Rp. 50.000.000-,. Di samping program
penanganan terhadap anak-anak yang sudah
terlantar, rhesos juga melakukan program
pencegahan seperti memberikan bantuan
pendidikan untuk tingkat sekolch d-ls'_dl‘,
pendampingan bekerjasama aengan dinas sosial
dan tenaga kerja kabupaten/kota. Menur"ut
Nasrun, kepala Seksi Rhesos Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Utara, jumlah anak terlantar
di Sumatera Utara yang harus dilayani sebanyak
145.745 orang, Data ini sebenarnya seperti bola
salju artinya jumlah yang muncul di permukaan
sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan
jumlah sebenarnya.

Cara penanganan anal terlantar yang
selama ini dilakukan Dinas Sosial adalah dengan
cara kolaborasi atau sendiri-sendiri dengan
koordinasi dengan bidang lain agar tidak terjadi
tumpang tindih antar SKPD dan LSM.
Pelaksanaan  penanganan  anak terlantar
menurut Ketua LPA Sumatera Utara dilakukan
dengan melakukan koordinasi dengan semua
LSM yang berkonsentrasi pada masalah anak
terlantar.

Menurut Unit Perlindungan Perempuan dal'l
Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Sumatera Utard
tidak ada kasus penelantaran anak yar.lg
dilaporkan kepada Kepolisian Sumatera Utara,
sehab sebagai kasus harus ada pelapon
sementara pada kasus penelantaran anak
tidak ada pihak yang mengambil posisi §ebagj;
pelapor. Data yang sama juga terjadi di UPP.
Kepolisian Kota Medan. 4

Komisi Perlindungan Anak lndoF.}%Sla
Provinsi Sumatera Utara, Zahrin Plha;lg
menyatakan program yang dilakukan KPAID
terdiri dari proses sosialisasi te\'-hadal;
perlindungan yang dilakukan bekel‘lélsamil
dengan lembaga pendidikan atau memangs
peserta datang ke kantor KPAID SU.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Meda“
juga melakukan program untuk menangan anam
vang menjadi korban penelantaran. Prog'l:an
yang dilaksanakan antara lain: ?ela%tldan
keterampilan dan Praktek Kerja, Pendidxkanhan
Pelatihan bagi penghuni ~panti 3% an'
peningkatan keterampilan tenaga pelacih

pendidik, dan monitoring, evaluasi dan
pelaporan panti asuhan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal

25 Juni 2011 dengan Kepala Dinas Sosial Kota
Pematang Siantar diperoleh data bahwa SKPD
tersebut belum memiliki program khusus untuk
penanganan anak terlantar dau KDRT. Program
yang dilakukan hanya sebatas
pemulangan/pengembalian  anak  terlantar
kepada orang tua atau keluarga melalui operasi-
operasi pengemis anak-anak di jalanan.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal
21 Juli 2011 dengan Kepala Dinas Sosial Kota
Siboiga diperoleh data bahwa SKPD tersebut
belum memiliki program khusus untuk
peranganan anak terlantar dan KDRT. Alasan
belum adanya program khusus untuk kedua
masalah PMKS ini disebabkan program-program
tersebut masih belum mendapatkan pendanaan
khusus dalam anggaran belanja daerah kota
Sibolga. Berdasarkan wawancara pada tanggal
21 Juli 2011 dengan Ketua Unit Perlindungan
Anak (UPPA) kota Sibolga diperoleh data
program yang dilakukan UPPA  untuk
penanganar anak terlantar yaitu dengan
sosialisasi yang dilakukan UPPA bersama
dengan BKKBN tentang perlunya pena..ganan
anak terlantar di Kota Sibolga. Sosialisasi ini
disampaikan kepada camat, lurah, dan kepala
lingkungan di Kota Sibolga.

Berdasarkan wawancara 25 Juni 2011
dengan kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Kota Pematang Siantar dinyatakan bahwa
program nenanganan anak terlantar yang
dilakukan hanya sebatas pemulangan anak
terlantar di jalanan kepada orang tuanya.
Sementara hasil wawancara dengan Kanit UPPA
Kepolisian Kota Pematang Siantar pada tanggal
25 Juni 2011 diperoleh data hahwa program
yang dilakukan UPPA adalah mengani kasus-
kasus anak penelantaran anak yang diadukan
kepada Kepolisian Kota Pematang Siantar.

PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh melalui

wawancara, angket dan studi dokumen
pelaksanaan, keberhasilan, kekuatan,
keiemahan, peluang, tantangan, tanggapan dan
harapan pengguna pada program-program
penanggulangan korban KDRT dan anak
terlantar di Sumatera Utara sebagai berikut:

a. Program-program yang telah dilaksanakan
Dinas Kesejahteraan Sosial, kepolisian, dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban kekerasan dalam rumah
tangga dan anak terlantar dilakukan dalam
bentuk tindakan preventif berupa program
sosialisasi UU tentang KDRT dan
Perlindungan Anak, peningkatan
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kesejahteraan keluargz, pelayanan terhadap
keluarga muda mandiri dengan penguatan
menial sosial dan ekoncmi produktif,
pelayanan melalu: Lk 3 (Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga) untuk mencari
solusi ketika ada indikasi akan terjadi KDRT,
dan peningkatan ke'erampilan perempuan.
Sedangkan  bentukh  tindakan  kuratif
melakukan program Perlindungan dan
Jaminan  Sosial (Dana  Dekonsetrasi),
Program Penanganan dan rehabilitasi
kesejahteraan  sosizl  (Dana  APBD),
melindungi korban, merajuk korban ke
rumah aman, korseling, mediasi, merujuk
visum, menerima pengaduan, proses
penegakan hukum, aan rehabilitasi korban.
Rehabilitasi orben baik medis, psikologis
dan sosial dilakukan untuk mempersiapkan
korban kembali ke masyarakat. Program ini
dilaksanakan dengan melalui koordinasi
jejaring kerjasama antar instansi/lembaga
terkait sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya masing-masing. Misalnya
rehabilitasi kesehatan cdilakukan dengan
dinas  kesehatan, rehabilitasi  sosial
dilakukan dengan dinas sosial, dan
rehabilitasi  psikis  dilakukan  dengan
lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak dalam konsiltasi psikologis.

Selain itu juga, program penanganan kasus
KDRT yang dilakukan Biro Pemberdayaan
Perempuan, Anak dan Ke'uarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara mencakup kegiatan
pembuatan kebijakan dan keterlibatan
dalam berbagai kegiatan yang berkaitan
dengan upaya penghapusan KDRT di
Sumatera Utara. Kegiatan pembentukan
kebijakan  dilakukan  dalam  bentuk
merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
serta pembuatan dan pengembangan sistem
dan  mekanisme ker asama program
pelayanan yang raelijatkan pihak yang
mudah diakses oleh korban.

Keberhasilani yang telah dicapai pada
program-program  yang  dilaksanakan
pemerintah  dan  lembaga swadaya
masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak
terlantar dalam bentuk pencegahan, korban
mengetahui hak-haknya. Dalam bentuk
perlindungan, mediasi antara korban dan
pelaku guna pemulihan rumah tangga,
mengembalikan  anak ke lingkungan
keluarga, memberikan tempat tinggal.
Dalam bentuk pemberdayaan, memberikan
kesempatan  melanjutkan  pendidikan
kepada anak, keteranipilan hidup, dan
peningkatan ekonomi keluarga.
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d. Kekuatan dalam pelaksanaan program-
program yang dilaksanakan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban KDRT dan anak
terlantar  dalam  bentuk  dukungan
pemerintah, penyediaan dana dekonsentrasi
dan berbagai kebijakan pemerintah tentang
perlindungan korban KDRT dan anak
terlantar. Penyediaan sarana, dalam bentuk
penyediaan ruinah aman sebagai tempat
penampungan korban. Penyediaan tenaga
ahli dari unsur masyarakat, seperti
penyediaan tenaga kesehatan, hukum, dan
psikolog.

Kelemahen p:laksanaan program-program
yang dilaksanakan pemerintah dan lembaga
swadaya masyarakat dalam penanganan
korban kekerasan dalam rumah tangga dan
anak terlantar adalah pendataan yang masih
belum akurat, belum semua terlibat dalam
program tesebut, sikap korban yang tidak
konsisten, jumlzh tenaga abli yang terbatas
dibancingkan dengan jumlah korban, anak
merasa ninder dalam  melanjutkan
pendidikan, can keterbatasan pengetahuan
pejcbat yang terlibat dalam penanganan
korban KDRT dan anak terlantar.
Peluang dalem pelaksanaan program-
program yang dilaksanakan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban kekerasan dalam rumah
tangga dan anak terlantar antara lain
adenya UPPA di tiap  kepolisian
kabupaten/k ta yang berkonsentrasi dalam
menangani raasalah perempuan dan anak
dan banyaknya  organisasi sosial dan
lembaga swadaya masyarakat yang peduli
dengan penangarian korban KDRT dan anak
terlantar  yang dapat dijadikan mitra
pemerintah.
Tantagan dalam pelaksanaan program-
prograr yang dilaksanakan pemerintah
dan lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban kekerasan dalam
rumeh tangga dan anak terlantar adalah
sikap penuntut yang selalu tidak konsisten,
belum acda shelter yang layak diakses
korban, tranmatis bagi anak apabila pelaku

(ayah/svami) ditahan, barang bukti sudah

tidak dapat diakses seperti visum karena

lamanya jarak peristiva dengan waktu
melapor, tidak ada surat nikah, masyarakat
belum mau turut campur dalam masalah

KDRT dan penelantaran anak karena

dianggap  masalah  pribadi, budaya

patriarkhi, dan pemerintah masth belum
sinergis dalam menangani kasus KDRT dan
penelantaran anak.
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h. Tanggapan pengguna terhadap program-
program  yang akan dilaksanekan
pemerintah  dan  lembaga swadaya
masyarakat dalam penanganan kockan
kekerasan dalam rumah tangga dan anak
terlantar positif dan menilai program yang
dilakukan sangat bermanfaat. Dergan
mengikuti program tersebut, maka tercipta
dalam diri perempuan dan anak
kemandirian, keberanian memperjuangkan
hak, dan tekad melanjutkan pendidikan.
Harapan pengguna terhadap projjram-
program  yang  akan dilaksanakan
pemerintah  dan  lembaga swadaya
masyaraket dalam peaanganan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak
terlantar, antara lain adalah frekwensi dan
jenis kegiatan ditingkatkan, kegiatan lebih
berfokus pada keterampilan di saraping
kegiatan sosialisasi, perlindungan hukum:
dan kegiatan yang membanfu ckonomi
keluarga.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
program-program yang dilakukan pemerintab
dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di
Sumatera Utara untuk penanganan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anz_lk
terlantar pada dasarnya sudah cukup baik.
Namun beberapa kelemahan yang terjadi dalam
pelaksanaan program masih saja ditemukan.
Kekerasan dalam rumah tangga sehenarnya
tidak dapat diatasi dengan mudah seb'ab'
berbagai faktor yang menyebabkan hal inl
sangat kompleks. Kekerasan dalam rumah
tangga sering kali tidak diketahui/ter-ekspose
karena beberapa hal antara lain: adanya rasa
malu dari korban karena menganggap aal ini
merupakan aib keluarga sehingga orang lain
tidak boleh tahu, rasa takut akan ancaman
pelaku ditambah oleh rasa Kkhawatir darl
berbagai tekanan, sehingga menyebabkarl kasus
kekerasan dalam rumah tangga sulit terdetekSI:
ketergantungan ekonomi dan emosional darl
korban kepada pelaku, karena tidak dilaporka
Faktor-faktor tersebut ditunjang dengan
masih adanya pandangan di masyarakat yané
mengatakan bahwa persoalan rurnah tanggd
merupakan persoalan pribadi yang
bersangkutan, sehingga tidak seorangptn yang
boleh mencampuri. Oleh karena itu masyara
tidak melihat bahwa persoalan ini nferui_)éll:z::
tanggung jawab bersama, tetapi diposist i
sebagai masalah di dalam rumah tangga. Hal mi
juga disebabkan karena budaya kita sampa
pada tingkat tertentu masih mend_uxung
keyakinan lama, yakni budaya patriarlchi y%“%
meletakkan laki-laki sebagai makhluk S'JPer.mr
dan perempuan sebagai makhluk  inferiot

Dergan keyakinan ini, laki-laki kemudian
dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol
perempuan (Rita Serena Kalibouse, 1999).

Banyak faktor yang mempengaruhi
kekerasan terhadap perempuan secara domestik
vaitu kekerasan rumah tangga terhadap istri.
Seperti halnya faktor-faktor yang
mempengaruhinya sangat beragam. Menurut
Sukri (2004), faktor-faktor penyebab yang
mempengaruhi  kekerasan meliputi:  usia,
pendidikan, kondisi ekonomi. Djannah, dkk.
(2002), mengemukakan beberapa faktor-faktor
yang mempengarnhi kekerasan dalam rumah
tangga terhadap istri, yaitn: kemandirian
ekonomi istri, karena pekerjaan istri,
perselingkuhan suami, campur tangan pihak
ketiga, pemahaman yang salah terhadap ajaran
agama, kebiasaan suami, dan kekuasaan suarni.

Pcerwandari (1995) menyatakan ada faktor
yang menjadi penyebab yang cukup berperan
terhadap bertahannya kekerasan terhadap
perempuan.  Faktor-faktor ~ penyebab  itu
disosialisasikan, lalu di internalisasikan oleh
warga masyarakat, termasuk korbannya. Faktor-
faktor tersebut antara lain peran tradisional
wanita yang menganggap wanita adalah milik
laki-laki yang berstatus sebagai kepala keluarga,
masalah KDRT adalah privasi keluarga sehingga
akan malu jika diketahui orang lain. Kcluarga
dengan orangtua lengkap merupakan bhentuk
ideal sehingga seorang istri harus rela
berkorban mempertahankan keluarganya dalam
kondisi apapun, kekhawatiran proses perceraian
akan membuat anak menderita, sikap
menyalahkan korban, dan harapan istri akan
adanya perubahan perilaku suami.

Kompleksnya  penyebab  bertahannya
kekerasan dalam rumah tangga menjadikan
penanganan korban tindak KDRT sulit untuk
diatasi. Langkah sosialisasi UU No. 23 Tabun
2004 tentang KDRT kepada para perempuail
yaug rentan menjadi korban KDRT mungkin
merupakan langkah yang bijak. Sosialisasi dapat
dilakukan melalui majlis taklim atau tim
penggerak PKK.

Penelantaran anak merupakan kesalahan
yang dilakukan orang tua atau orang yaug
menjadi wali anak. Penelantaran anak telah
diantisipasi UUD 1945 yang menyatakan bahwa:
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh Negara” (Pesal 34). Namun program
penanganan anak-anak terlantar sampai saat ini
belum dilakukan secara maksimal. Di dalam
penelitian 1ni ternyata penanganan anak-anak
terlantar belum diprogramkan secara terencana
oleh instansi pemerintah kabupaten/kota. Salah
satu sarana yang bisa menampung anak - analf
terlantar adalah perlu didirikannya pauti ~ panti
asuban.
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Pada tahun 2007 Departmen Sosial, Save
the Children UK, dan UNICEF telah melakukan
penelitian yang meneliti sitiasi panti asuhan
anak di enam Provinsi, yaizu Nanggroe Aceh
Darussalam, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan
Maluku. Hasil penelitiin merekomendasikan
untuk lima tahun ke depan, Indonesia akan
melaksanakan upay: -upaya sebagai berikut:

1. Menetapkan standai -standar pengasuhan di
panti sosial asuhan anak. .

2. Menetapkan sistem periz.nan, pendaftaran,
dan pemantauan panti sosial asuhan anak.

3. Mengembangkan dan
raengimplementasikan sistem pengumpulan
data anak di vpengasuhan alternatif,
termasuk anak di panti sosial.

4. Menetapkan kebijakan yang memrioritaskan
pengasuhan  berbasis  keluarga  dan
masyarakat sebagai alternatif pertama
untuk anak tang¢ asuhan orangtua. (United
Nation CRC, 2007).

Namun hasil penelitian ini menunjukkan upaya-
upaya tersebut belum dilakukan pemerintah,
sebab belum ditemukan program pembinaan
panti asuhan baik di Dinas Kesejahteraan Sosial
Provinsi Sumatera Utara maupun di Dinas Sosial
dan Tenaga Kerja Kota Medan, Pematang
Siantar, dan Sibolga.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan data hasil penelitian dan

analisis hasil penelitian ciperoleh rumusan hasil

penelitian sebagai berikut:

a. Program-program varg telah dilaksanakan
pemerintah  dan  lembaga  swadaya
masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak
terlantar dilakukan dalamn bentuk tindakan
preventif dan kuratif.

b. Keberhasilan yang telah dicapai pada
program-program yang dilaksanakan
pemerintah  dan  lembaga  swadaya
masyarakat dalam penanganan korban
kekerasan dalam rumah tangga dan anak
terlantar adalah dalam bentuk pencegahan,
perlindungan, dan pember 1ayaan.

c. Kekuatan dalara pelaksanaan program-
program yang dilaksanakan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban KDRT dan anak terlantar
tersedia dalam bentuk dukungan pemerintah,
penyediaan sarana, dan penyediaan tenaga
ahli dari unsur masyarakat.

d. Kelemahan dalem pelaksanaan program-
program yang dilaksanakan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan korban kekerasan dalam rumah



tangga dan anak terlantar karena belum
semua terlibat dalam program tersebut, sikap
korban, jumlah tenaga ahli yang terbatas.

. Peluang dalam pelaksanaan program-

program yang dilaksanakan pemerintah dan
lembaga swadaya masyarakat dalam
penanganan kor»an kekerasan dalam rumah
tangga dan anak terlantar adalah banyaknya
organisasi sosial dan lembaga swadaya
masyarakat vang peduli dengan penanganan
korban KDRT dan anak teriantar yang dapat
dijadikan mitra

Tantangan daiam pelaksanaan program-
program yeng dilaksanakan pemerintah dau
lembaga swadcya masyarakat  dalam
penanganan korban kekerasan dalam rumah
tangga dan anak terlantar adalah sikap
penuntut yang selalu tidak korsisten.

. Tanggapan pengguna terhadap program-

program yang akan dilaksanakan pemerintah
dan lernbaga swadaya masyarakat dalam
penanganan kcrban kekerasan dalam rumah
tangga dan anak terlantar adalah dalam
bentnk kemandirian, keberanian
memperjuangkan hak, dan tekad
melanjutkan pendidikan. Harapan pengguna
terhadap program-program yang akan
dilaksanakan pemerintah dan lembaga
swadaya masyarakat dalam penanganan
korban ke'erasan dalam rumah tangge dan
anak terlanta adalah frekwensi dan jenis
kegiatan ditingkatkan, kegiatan berfokus
pada keterampilan, dan kegiatan yang
memba!itu ekonomi keluarga.

REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian

ini,

maka dapat direkomendasikan hal-hal

sebagai berikut:

1

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota
khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk
memprogramkan pendataan jumlah korban
KDRT dan anak terlantar di Sumatera
selingga program yang direncanakan
berbasis data yang akurat.

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota
menyeciakan alokasi dana yang memadai
untuk merencanakan can melakukan
program peranganan korban KDRT dan
anak terlantar secara berkelanjutan.
Kepolis'an Daerah dan Kabupaten/Kota
membuat tempat-tempat penampungan
korhan KDRT dan Anak Terlantar serta
membuat program yang bermanfaat bagi
para korban di tempat penampungan.

Para penyidik di Kepolisian Daerah dan
Kabupaten/Kota agar lebih berpihak pada
korban KDRT terutama saat korban tidak
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dapat menunjukkan buki kekerasan yang
dialaminya.

5. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dapat

menjalin kerjasama dengan pemerintah dan
masyarakat dalam menangani korban KDRT
dan anak terlantar, sehingga penuntasan
kedua masalah PMKS ini dapat diselesaikan
baik dari program yang dilaksanakan
pemerintah  maupun  program  yaug
dilakukan LSM serta dengan kepedulian
masyarakat termasuk korban. _
6. Kepada korban KDRT agar lebih berani
memperjuangkan nasibnya untuk
~mendapatkan keadilan dan perlindungan
dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.
7. Kepada para orang tua agar menyadari
bahwa arak adalah titipan Allah yang harus
dipelihara dan dipenuhi hak-haknya.
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